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RINGKASAN 

 

Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan 

Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Glagahwero 

Kecamatan Panti Kabupaten Jember; Sintya Debi Permatasari, 

130910201004; 2017; 82 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 

 Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk 

mendiskripsikan kesadaran masyarakat serta kemampuan aparat dalam 

pemenuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di 

Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Kesadaran 

masyarakat dan kemampuan aparat dalam pemenuhan PBB-P2 di Desa 

Glagahwero menarik untuk dibahas mengingat selama tiga tahun dari 2014-

2016 realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Glagahwero belum mencapai 

50% dari target yang telah ditentukan, dengan jumlah wajib pajak yang 

paling rendah jika dibandingkan dengan desa lain yang berada di wilayah 

Kecamatan Panti seharusnya target pemenuhan realisasi PBB-P2 dapat lebih 

mudah dicapai.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik memilih informan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan, penggunaan dokumen 

dan rekaman. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan 

keikutsertaan, keajegan pengamatan, dan triangulasi. Konsep yang 

digunakan untuk mengkaji tentang kesadaran masyarakat serta kemampuan 

aparat dalam pemenuhan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti 

Kabupaten Jember yaitu dengan menggunakan konsep menurut Soekanto, 
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konsep ini mencakup beberapa indikator, yaitu pengetahuan, sikap, dan pola 

perilaku/ tindakan. Sedangkan untuk mengukur kemampuan pelaksana 

peneliti mengacu kepada konsep kemampuan aparat menurut Thoha yaitu 

tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran masyarakat dalam 

membayar PBB-P2 rendah yang dibuktikan dengan tidak semua wajib pajak 

di Desa Glagahwero membayar pajak tepat waktu. Meskipun pengetahuan 

masyarakat tentang PBB-P2 relatif tinggi, namun hanya sebatas tahu 

kewajibannya untuk membayar PBB-P2 saja dan tidak mengetahui secara 

mendalam hingga dasar hukumnya. Kedua, kemampuan aparat atau petugas 

pelaksana pemungut PBB-P2 di Desa Glagahwero masih rendah dilihat dari 

tingkat pendidikan, pelatihan, maupun pengalamannya. Petugas pemungut 

PBB disini belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai tugasnya dan 

hanya pengarahan saja, sehingga mereka melaksanakan pekerjaan hasil dari 

meniru bagaimana kebiasaan dari petugas yang lebih senior. Pendidikan 

para petugas rata-rata lulusan SMA, bahkan ada yang pengalaman kerjanya 

baru 8 bulan. Kendala lainnya yang mengakibatkan sulit tercapainya target 

PBB-P2 dari pihak petugas pemungut ialah karena banyak ditemui masalah 

sulitnya melacak keberadaan dari wajib pajak yang telah pindah namun 

masih memiliki obyek pajak (tanah dan bangunan) di Desa Glagahwero. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kesadaran 

masyarakat dan kemampuan aparat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti 

Kabupaten Jember. Peneliti tertarik untuk mengambil topik ini karena pada 

hakikatnya pembayaran pajak adalah wujud dari gotong-royong nasional dalam 

pembiayaan pembangunan negara. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah 

otonom yang berada di wilayah daerah Provinsi Jawa Timur yang telah mengelola 

sendiri pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk pembangunan 

daerahnya setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan agar pendapatan dari pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut sepenuhnya dapat digunakan dalam 

percepatan pembangunan daerah tersebut dan diharapkan mampu meningkat 

jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pajak. 

Menindaklanjuti berlakunya Undang-undang tersebut, selanjutnya 

pemerintah daerah Kabupaten Jember menerbitkan Peraturan Bupati Jember 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 

6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak 

Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan 

dan Kecamatan di Kabupaten Jember. Pada pelaksanaanya, target dan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember pada sektor PBB-P2 selama tiga 

tahun berturut-turut realisasinya semakin menurun mulai dari tahun 2013 sampai 

pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1. Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 

2013 - 2014 

No Tahun Target PBB-P2 Realisasi PBB-P2 % 

1 2013 Rp 29.000.000.000 Rp 25.685.324.278 88.57 

2 2014 Rp 50.000.000.000 Rp 35.523.880.818 71.05 

3 2015 Rp 50.000.000.000 Rp 33.010.049.135 61.44 

Sumber: Data diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

Informasi yang dimuat dalam media elektronik Sorot Jember pada tangal 6 

September 2016, bahwasanya batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah jatuh pada 31 agustus tahun 2016 lalu, 

namun hasil penerimaan PBB-P2 di Jember baru teralisasi sekitar Rp 

21.609.053.610 atau setara 43.31%. Kabupaten Jember di tahun 2016 memiliki 

jumlah baku PBB-P2 sebesar Rp 49.897.278.667 sehingga ada sekitar Rp 

28.288.225.057yang harus optimalkan penagihannya. Berdasarkan data diatas 

realisasi pendapatan PBB-P2 Kabupaten Jember selalu mengalami penurunan 

setiap tahunnya. Hal ini seperti yang diberitakan Times Indonesia pada tanggal 7 

januari 2016 bahwasanya kesadaran masyarakat yang menjadi wajib pajak 

merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi pencapaian target 

kabupaten jember pada tahun 2015.   

Dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, peneliti tertarik untuk meneliti di 

Kecamatan Panti karena masih banyak penduduk di daerah dengan kondisi 

geografis berupa dataran tiggi dan pegunungan seperti di Kecamatan Panti yang 

tingkat pendidikannya rendah atau sebatas sekolah dasar saja dan masyarakat 

menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama dengan penghasilan yang tidak tetap 

sehingga pembayaran PBB-P2 selalu terlambat. Terdapat 7 Desa di Kecamatan 

Panti, salah satunya yaitu Desa Glagahwero dengan luas wilayah 120.057 Ha yang 

sebagian besar luas wilayahnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian sebesar 

111.596 Ha tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.795 jiwa yang sebagian 

besar bekerja di bidang pertanian. Desa Glagahwero memiliki jumlah wajib pajak 

sebanyak 2.182 jiwa pada tahun 2016, jumlah wajib pajak tersebut termasuk 
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kedalam jumlah yang kecil di bandingkan dengan jumlah wajib pajak dari desa lain 

di Kecamatan Panti sehingga peneliti terarik untuk memilih Desa Glagahwero 

Kecamatan Panti sebagai lokasi penelitian. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 

1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Jumlah wajib pajak Kecamatan Panti Tahun 2016 

No Desa Jumlah WP 

1 Kemuningsari Lor 2.573 

2 Glagahwero  2.182 

3 Serut 6.410 

4 Panti 4.182 

5 Pakis 3.225 

6 Suci 4.246 

7 Kemiri 3.506 

       Sumber: Data diolah dari UPT Pendapatan Rambipuji 

Dengan jumlah wajib pajak yang jumlahnya paling sedikit dibandingkan 

dengan jumlah wajib pajak dari desa lainnya di Kecamatan Panti seharusnya akan 

lebih memudahkan petugas pelaksana dalam koordinasi untuk pemungutan PBB-

P2 kepada masyarakat Desa Glagahwero guna menghasilkan realisasi pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan Desa Glagahwero yang maksimal sesuai 

dengan jumlah baku yang telah ditentukan, akan tetapi realisasi dari target pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selama tiga tahun berturut-turut yaitu 

pada tahun 2014 sampai tahun 2016 Desa Glagahwero tidak pernah mencapai 50% 

dari jumlah baku. Hal tersebut seperti yang tercantum pada tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1.3 Realisasi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Panti tahun  2014 – 2016 

No Desa 2014 2015 2016 

1 Kemuningsari Lor 25,80% 36,37% 33,85% 

2 Glagahwero 23,16% 35,50% 47,26% 

3 Serut 61,26% 47,12% 47,78% 

4 Panti 41,16% 33,14% 62,79% 

5 Pakis 100% 72,00% 56,44% 

6 Suci 52,36% 55,52% 46,64% 

7 Kemiri 100% 56,06% 89,86% 

 Sumber: Data diolah dari UPT Pendapatan Rambipuji 

 Dari data tersebut diketahui bahwasanya penerimaan PBB-P2 di Desa 

Glagahwero selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, akan tetapi 

jumlahnya masih rendah dan belum mencapai 50% dari jumlah baku yang telah 

ditentukan. Realisasi atau pencapaian tersebut tidak terlepas dari tingkat kesadaran 

masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar PBB-P2, dengan jumlah realisasi 

yang dicapai menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat di Desa 

Glagahwero dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Menurut 

Mangkoesoebroto (1994:137), keberhasilan penerimaan pajak ditentukan oleh dua 

hal yang berkaitan yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta sikap 

dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.  

 Fenomena yang terjadi di wilayah Desa Glagahwero dalam hal pemenuhan 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diantaranya, pengetahuan wajib 

pajak tentang kewajibannya membayar PBB-P2 cenderung tinggi, hal ini 

berdasarkan dari cara petugas dalam mensosialisasikan mengenai PBB-P2 dengan 

memanfaatkan forum sosial kemasyarakatan seperti PKK dan juga acara pengajian 

rutin yang terdapat di wilayah tersebut. Akan tetapi pengetahuan tersebut tidak 

berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. 

Kesadaran masyarakat yang ada di Desa tersebut dalam membayar PBB-P2 masih 

tergolong rendah karena penerimaan PBB-P2 pada realisasinya belum mencapai 

50% dari jumlah baku yang telah ditetapkan, hal ini bisa dilihat pada gambar 1.1 

berikut. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


5 
 

 

 

Faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu 

kemampuan petugas pelaksana. Dalam hal ini yaitu petugas pemungut pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat desa yang terdiri dari perangkat 

Desa Glagahwero yang secara sah ditunjuk oleh kepala Desa Glagahwero untuk 

memungut PBB-P2 di wilayah kerjannya yaitu di Desa Glagahwero. Kemampuan 

di sini merupakan syarat utama bagi petugas pelaksana organisasi terutama bagi 

penyelesaian suatu tugas. Tanpa berbekal kemampuan yang cukup memadai dalam 

bidang tugasnya, maka aparat akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan. Seberapa tinggi tingkat kemampuan yang 

dimiliki aparat dapat diketahui melalui pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh dari latihan dan pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman 

aparat dalam bekerja. 

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber dana untuk pembangunan 

nasional serta untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam 

masyarakat, maka dari itu kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak sangat 

berguna dalam mencapai realisasi pajak yang maksimal untuk pembangunan 

bangsa dan negara. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga tidak bisa 

dilepaskan dari peran petugas pelaksana perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang 

23,16
35,5

47,26 47,51

76,84
64,5

52,74 52,49

2014 2015 2016 2017

Gambar 1.1 Realisasi PBB-P2 Desa Glagahwero

tahun 2014-2016

Realisasi PBB-P2 Jumlah Sisa PBB-P2

Sumber: diolah dari UPT Pendapatan Rambipuji 
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Dasar 1945 pada Pasal 18 hasil amandemen bahwasanya Negara kesatuan republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Mengkaji pasal tersebut 

Bagir Manan dalam Djaenuri (2014:2) menyatakan bahwasanya secara konseptual 

maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam Undang-undang 

dasar memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru 

pula, salah satunya yaitu prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam 

prosesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pernah dijalankan di 

Indonesia berasaskan kepada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas 

pembantuan. 

Berdasarkan asas desentralisasi ini menurut Koesoemahatmadja dalam 

Djaenuri (2014:3) maka terjadi pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat 

kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan 

pelimpahan kewenangan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat daerah untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, karenanya kewenangan 

daerah merupakan salah satu aspek desentralisasi daerah  yang harus dimiliki oleh 

daerah secara penuh, salah satu bentukdesentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yaitu desentralisasi keuangan atau fiskal. Desentralisasi fiskal 

merupakan kewenangan dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Berdasarkan pelimpahan kewenangan tersebut, maka 

pemerintah daerah dapat mengatur sendiri urusan pembiayaan pembangunan 

daerahnya. Dari berbagai sumber yang ada untuk pembiayaan pembangunan 

daerah, salah satu bentuknya yaitu sumber pendapatan daerah, dimana sumber 

pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan 

asli daerah tersebut didalamnya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah. Adapun jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan undang-undang nomor 28 

tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah salah satunya yaitu pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 
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Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang 

ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi 

dan bangunan, karena itu setiap pemilik atau pengguna atas bumi atau bangunan di 

Indonesia kecuali bumi dan bangunan yang dikecualikan, akan dikenakan pajak 

(Siahaan, 2009:77). Adapun tujuan pajak bumi dan bangunan menurut Soemitro 

(2001:4) adalah menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga 

mudah dimengerti oleh rakyat; memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan 

pajak atas hara tak bergerak dan sekalian menyeserasikan pajak atas harta tak 

bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpangsiur; memberikan kepastian 

hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan 

kewajibannya; memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan 

untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah; menambahkan 

penghasilan bagi daerah.  

Berdasarkan asas desentralisasi serta tujuan dari pemungutan PBB-P2 untuk 

pembangunan daerah tersebut, dan fenomena yang terdapat di Desa Glagahwero 

Kecamatan Panti tersebut mengenai kesadaran masyarakat dalam memenuhi 

kewajibannya dalam pelunasan PBB-P2, menjadi menarik bagi penulis untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan 

kemampuan petugas pelaksana dalam pemenuhan target realisasi penerimaan PBB 

perdesaan dan perkotaan. Maka penulis mengambil judul “Kesadaran Masyarakat 

dan Kemampuan Aparat dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero Kecamatan Panti 

Kabupaten Jember”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setiap penelitian berangkat dari suatu masalah. Masalah tersebut 

mendorong manusia untuk memecahkannya, dalam hal ini penelitian adalah salah 

satu cara yang dapat digunakan. Guba dalam Moleong (2005:93) menyatakan 

bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua 

faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan 

dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. 
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Adanya masalah akan menjadi dasar untuk menentukan setiap rumusan 

masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2011:35) rumusan masalah 

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui 

pengumpulan data. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut serta dari 

pemaparan latar belakang, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu “Bagaimana kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat 

dalam memenuhi pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti  

Kabupaten Jember?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian yang dilakukan berasal dari adanya permasalahan yang 

terjadi kemudian diteliti secara mendalam, dengan harapan dapat menghasilkan 

pemecahan atas permasalahan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tingkat kesadaran 

masyarakat dan kemampuan aparat dalam memenuhi pelunasan PBB-P2 di Desa 

Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian 

tersebut, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pemerintah, dan kehidupan 

masyarakat secara luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang 

telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. 

a. Bagi Peneliti   

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian 

teori yang diterima dibangku kuliah, dan sebagai upaya pemenuhan tugas serta 

kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara. 
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b. Bagi Praktisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dan masukan 

bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu pegawai atau tim intensifikasi PBB-P2 

Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember 

c. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun 

konstribusi lainnya terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik 

yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait dengan pelaksanaan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 Dalam sebuah penelitian penulis harus mengikuti landasan pemikiran 

untuk memudahkan perumusan masalah dan menjadi keharusan dalam suatu 

penelitian terdapat penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari 

pemikiran peneliti. Untuk menjawab suatu permasalahan maka harus didefinisikan 

terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan alur berpikir yang rasional dan 

empiris. Dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:39), 

disebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori atau kajian hasil-hasil 

penelitian terdahulu (kajian empiris) yang relevan dengan masalah yang 

dibahas.Tinjauan pustaka dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap 

berikut.  

a. Mengumpulkan pendapat atau teori yang tellah ada yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. 

b. Membandingkan dan memilih teori yang paing relevan untuk 

memecahkan masalah.  

c. Membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori.  

d. Menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.  

Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, 

akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk 

selanjutnya diperbandigkan dengan hasil akhir penelitian. Teori utama dalam 

penelitian ini adalah teori pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat konsep 

otonomi daerah, desentralisasi, desentralisasi fiskal, serta konsep pajak daerah. 

Teori pendukung yang digunakan untuk indikator dalam penelitian ini yaitu teori 

kesadaran dan teori kemampuan. 

 

2.1 Pemerintahan Daerah 

Menurut Syafie (2005:21), pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan 

maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


11 
 

dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang 

mengurusi pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan 

pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang 

membuat peraturan perundangundangan (disebut legislatif), dan yang 

melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). 

 Menurut Huda (2005:20), pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan 

otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sunarno (2005:5), 

sistem pemerintahan di Indonesia meliputi.  

1. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;  

2. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota;  

3. Pemerintahan desa.  

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurusi 

sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah 

meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara 

pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang 

dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, 

wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis 

kebijakan desentralisasi.  

Kabupaten dan kota yang selama ini berkedudukan sebagai wilayah 

administratif dan juga sebagai daerah otonom telah berakhir karena nampak 

menghambat daerah dalam mengembangkan dan membangun daerahnya. Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan 

bahwa status kabupaten dan kota tidak lagi sebagai wilayah administratif tetapi 

hanya sebagai daerah otonom dengan kewenangan yang besar untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri. Perubahan penyebutan dari kotamadya menjadi kota 

karena kotamadya mengandung konotasi tingkatan kota dalam arti kota kecil, kota 

sedang, dan kota besar padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian.  
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Menurut Morangki (2012:63), Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang 

bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 

kekhasan,dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom, yang didasarkan pada 

pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang tetap 

menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, moneter, yustisi dan agama. Urusan pemerintahan yang dijalankan 

secara concurrent, yakni penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu 

dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Artinya terhadap urusan yang bersifat concurrent tersebut terdapat pembagian, 

yakni ada bagian yang penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan adanya 

pembagian urusan ditangani pemerintah, dan ada bagian yang ditangani oleh 

pemerintah provinsi serta bagian yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota. 

 

2.2 Otonomi Daerah 

Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 

(2) yang menyatakan, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”.  

Menurut Nurcholis (2007:13), Pemerintah daerah diberi hak dan 

wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri (local self government), hak dan 

kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang 

memiliki hak dan kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan daerah otonom. 

Konsep local goverment tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang 
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kedaulatan negara dalam sistem unitary dan Federal serta sentralisasi, 

desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuaan. 

Nurcholis (2007:17) menjelaskan bahwa, local goverment memiliki tiga arti. 

Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan 

oleh pemerintahan lokal. Ketiga, berarti daerah otonom. Konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah lokal memiliki arti sebagai daerah 

otonom. Prinsip pemerintah daerah sebagai daerah otonom diperkuat untuk 

keutuhan negara kesatuan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, 

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

Menurut Abdullah (2007:5), Prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut. 

a. Prinsip otonomi luas  

Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan 

kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh 

pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah 

memiliki banyak ragam dan jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk 

menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka 

mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi 

daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.  

b. Prinsip otonomi nyata Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang 

dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah 

ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan 

karakteristik daerah masing-masing. Potensipotensi yang dimiliki daerah 

dapat dikembangkan deaerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah. 

c. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab Prinsip otonomi yang 

bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus 
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benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya 

memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan 

bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari 

praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara 

keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7). Menurut Widjaja 

(2007:133), Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi 

yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus 

menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya 

mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya 

bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar 

daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga 

keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dalam rangka mewujudkan tujuan negara.  

2.3 Desentralisasi 

 Menurut Leo Agustino (2014: 263) pembagian konseptual desentralisasi 

meliputi empat bidang, yaitu: (i) desentralisasi politik yang merupakan pemberian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dari segi formulasi 

kebijakan, implementasinya dan pertanggungjawabannya; (ii) desentralisasi 

administrasi berkait dengan jenis dan aktivitas pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah serta derajat kuasa penyerahan kewenangan tersebut; (iii) 

desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber pendapatan yang bisa dipungut oleh 
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daerah seperti pajak dan retribusi, yang berada di bawah kewenangan 

pemerintahan daerah tersebut (dalam konteks ini pembagian keuangan pusat-

daerah merupakan salah satu bagiannya); dan (iv) desentralisasi ekonomi yang 

merupakan pemberian tanggungjawab berbagai fungsi sektor umum kepada 

swasta melalui swastanisasi. 

Desentralisasi yang terjadi pada negara-negara berkembang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu latar belakang atau pengalaman suatu 

negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan 

ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda 

adanya disintegrasi di beberapa negara, dan banyaknya kegagalan yang dialami 

oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang 

efektif.  

Menurut Sujamko (1990:29), evaluasi dan kritik yang sering didengar 

mengenai otonomi daerah ialah masalah perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yang dinilai terlalu berat sebelah, dalam arti terlalu 

sedikit sumber-sumber pendapatan yang diserahkan kepada Daerah. Penilaian 

mengenai hal ini sebenarnya bukanlah penilaian mengenai konsepsi UU No. 5 

tahun 1974 tentang perimbangan keuangan, melainkan penilaian mengenai fakta 

kebijakan pemerintah dalam hal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah. Tuntutan reformasi atas perubahan otonomi daerah kemudian 

direalisasikan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilakukan seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara.  

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

di pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah 

otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
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mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

2.3.1 Desentralisasi Fiskal 

Secara harfiah, istilah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya 

pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin 

pada kedua sisi anggaran, penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, 

daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam tax policy. Di sisi 

pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana 

perimbangan. Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut 

ditentukan oleh daerah sendiri (Enceng, 2012:62). Pada hakikatnya desentralisasi 

fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi, apabila 

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan 

kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, 

maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, bagi 

hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari Pemerintah 

Pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan 

mempedomani hal-hal sebagai berikut. 

a. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan;  

b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam 

melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.  

Dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan tercipta 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya 

kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. 

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu “pilar” dalam memelihara 

kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke 

daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah. Dengan 
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demikian desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah 

akan lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan barang-barang publik. 

Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk 

menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. 

 

2.4 Pajak Daerah 

Dalam perjalanannya, peraturan perundang-undangan mengenai pajak 

daerah telah mengalami beberapa perbaikan. Pada tahun 1997 terbit Undang-

Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 

mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang No 34 Tahun 2000 

tentang perbaikan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi 

daerah. Perubahan ini bertujuan untuk meneyesuaikan diri dan mengikuti era serta 

tantangan penyelenggaraan pembangunan dan pemeritahan daerah, dalam 

perjalanannya Undang-undang tersebut diangap belum sesuai dengan 

perkembangan kebijakan otonomi daerah, sehingga peraturan mengenai pajak dan 

retribusi daerah tersebut diperbarui dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pajak daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Darwin,2010:100). 

Adapun pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber 

pendapatan daerah, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 285 disebutkan bahwasanya 

sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) yang 
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didalamnya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun jenis 

pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 Jenis Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/ Kota 

- Pajak kendaraan bermotor 

- Bea balik nama kendaraan bermotor 

- Pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor 

- Pajak air permukaan 

- Pajak rokok 

 

- Pajak hotel 

- Pajak restoran 

- Pajak hiburan 

- Pajak reklame 

- Pajak penerangan jalan 

- Pajak mineral bukan logam dan batuan 

- Pajak parkir 

- Pajak air tanah 

- Pajak sarang burung wallet 

- Pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 

- Bea perolehan ha katas tanah dan 

bangunan 

Sumber: Undang-undang no. 28 tahun 2009 

 Adapun syarat pemungutan pajak menurut Djaenuri (2014:132) sebaiknya 

dilaksanakan dengan mendasarkan diri pada beberapa persyaratan sebagai berikut. 

 

a. Keadilan 

Pemungutan pajak harus adil. Agar syarat ini dapat diterapkan, maka 

dalam pemungutan pajak, pemerintah harus mengasumsikan bahwa setiap 

orang atau setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk 

membayar pajak. Dengan demikian, pajak yang ditetapkan kemudian 

bersifat umum dan merata, artinya tidak ada yang dikecualikan dari 

kewajiiban pajak.  
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b. Yuridis 

Pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang berupa ketentuan 

perundang-undangan yang dapat memberi jaminan bagi negara maupun 

rakyat selaku pembayar pajak. Dasar hukum dalam pemungutan pajak 

harus memberikan kejelasan mengenai hak-hak pemungut pajak serta 

jaminan hukum dan perlindungan kepada wajib pajak. 

c. Ekonomis 

Pemungut pajak harus memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak 

maupun keseimbangan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini karena 

pada prinsipnya rakyat tidak boleh dengan pajak yang berat, yang tidak 

sesuai dengan kemampuannya, karena  hal itu akan menyulitkan kehdupan 

sehari-harinya. Pemungutan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk 

melaksanakan politik perekonomian negara juga harus memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

- Tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan 

- Tidak menghambat usaha rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya 

- Tidak merugikan kepentingan umum dan membantu mendistribusikan 

pendapatan. 

d. Finansial 

Pemungutan pajak harus bisa dilakukan dengan cara yang efektif dan 

efisien sehingga dapat menghasilkan penerimaan yang sebesar-besarnya. 

 Mardiasmo (2011:7) menyatakan terdapat lima syarat pemungutan pajak. 

Empat syarat yang pertama sama dengan yang dikemukakan diatas, dan syarat 

yang kelima yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemugutan 

yang sederhana akan memuadahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Menurut Adam smith dalam (Djaenuri,2014:133) 

dalam pemungutan pajak terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan, prinsip-

prinsip tersebut adalah: 
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1. Equality; pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata, yaitu 

dikenakan pada orang-orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak (ability) sesuai dengan manfaat yang 

diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan 

uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya 

dari manfaat yang diminta. 

2. Ceratainty; penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh 

karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang 

timpang, kapan harus dibayar dari batas waktu pembayarannya. 

3. Convenience; kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai 

dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 

4. Economy; secara ekonomi bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya 

pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan semaksimal 

mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. 

 

Selanjutnya Djaenuri (2014:133) menjelaskan bahwasanya terdapat dua 

hal dalam menerapkan prinsip perpajakan ini, yaitu pendekatan pertama adalah 

prinsip manfaat  (benefit principle) dimana sistem perpajakan dikatakan adil bila 

konstribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang 

diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Pendekatan kedua adalah apabila manfaat 

tidak dapat dipakai untuk membagi beban pajak, maka anggota masyarakat harus 

dikenakan pajak sebanding dengan kemampuan membayar (ability to pay). 

 

2.4.1 Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan  pajak  pada hakikatnya mencakup tiga unsur, yaitu 

hukum pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak. Ketiga unsur tersebut 

dalam implementasi pemungutan pajak saling menunjang satu sama lain dan tidak 

bisa dipisahkan (Djaenuri,2014:134). Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan 

yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak 

dengan rakyat sebagai wajib pajak. Sedangkan kebijakan pajak merupakan suatu 

cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki satu sasaran tertentu 
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atau untuk mencapai satu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Adapun 

administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pemungutan pajak. Ketiga unsur 

tersebut saling terkat dan menopang, apabila salah satu unsur lemah maka sistem 

perpajakan tidak akan stabil. Selanjutnya Mardiasmo (2011:7) menjelaskan bahwa 

sistem pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi tiga sistem pemungutan 

sebagai berikut: 

a. Official Assessment System 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri: 

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

- Wajib pajak bersifat pasif 

- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 

b. Self Assessment System 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem 

pemungutan ini memiliki ciri-ciri: 

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri 

- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang 

- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

c. With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini 

memiliki ciri-ciri yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
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2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

 Menurut Siahaan (2009:77) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak 

yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan 

bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau 

bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya 

tempat ibadah, pemakaman, banguanan cagar budaya, rumah sakit dan pantai 

asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti 

pemilikan tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Adapun tujuan pajak bumi dan bangunan menurut Soemitro (2001:4) 

adalah menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah 

dimengerti oleh rakyat; memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas 

harta tak bergerak dan sekalian menyeserasikan pajak atas harta tak bergerak di 

semua daerah dan menghilangkan simpangsur; memberikan kepastian hukum 

kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya; 

memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk 

menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah; menambahkan 

penghasilan bagi daerah. Sedangkan yang menjadi objek Pajak Bumi dan 

Bangunan yaitu Bumi dan/atau Bangunan. Bumi merupakan permukaan serta 

tubuh bumi di bawahnya. Tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

Indonesia bagian dari permukaan bumi. Pengertian dari bangunan adalah 

konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan 

(Darwin, 2013:8). Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek 

pajak yang digunakan untuk pemanfaatan sebagai berikut: 

1. Objek yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan 

2. Objek uang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum 

dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional 
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yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dalam arti bahwa 

objek tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-

nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui 

antara lain dari anggaran dasar dan angaran rumah tangga dari 

yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan.  

3. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang 

sejenis dengan itu. Dalam hal objek kuburan masih diperlukan penjelasan 

yang lebih rinci yaitu mengenai jenis kuburan yang bagaimana yang tidak 

dikenakan PBB-P2 karena saat ini terdapat kuburan mewah yang bisa 

diperjualbelikan. 

4. Objek yang merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara 

yang belum dibebani suatu hak.  

5. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik.  

6. Objek yang digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional 

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.  

Didalam pengenaan PBB-P2 ditentukan suatu batas tidak kena pajak yang 

disebut nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yang besarnya 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan paling rendah sebesar Rp 

10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Ketentuan ini mengandung arti bahwa 

apabila seorang wajib pajak didalam wilayah Kabupaten/Kota memiliki lebih dari 

satu objek pajak, maka yang memperoleh pengurangan (Batas tidak kena pajak) 

sebesar paling rendah Rp 10.000.000 hanya satu objek saja. 

Subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan secara nyata 

memiliki hak atas bumi maupun bangunan. Subjek Pajak (orang atau badan) PBB 

dikatakan Wajib Pajak PBB apabila memenuhi persyaratan objektif, yaitu 

memiliki objek PBB yang dikenakan pajak. Dikatakan memiliki objek berarti 

memiliki hak atas objek yang dikenakan pajak, menguasai dari objek kena pajak 
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(Soemitro, 2001:17). Adapun wajib pajak ialah orang pribadi atau badan meliputi 

pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang memunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang – undang perpajakan. Pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan pengenaannya didasarkan kepada nilai 

jual objek pajak (NJOP), dan untuk selanjutnya nilai jual objek pajak ditetapakan 

per wilayah yang berdasarkan kepada keputusan menteri keuangan dengan 

mendengar petimbangan dari kepala daerah. NJOP yang menjadi dasar pengenaan 

PBB-P2 ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan 

setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, dalam arti untuk daerah 

tertentu yang pekembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP 

yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. 

(Darwin, 2010:137) Adapun penetapan NJOP dapat dilakukan dengan: 

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/ 

metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 

Pendekatan/metode data pasar atau perbandingan harga (Market Data/ sales 

comparison approach).  

b. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/ atau metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan kemudian 

dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 

pendekatan/metode ini disebut metode biaya atau Cost Approach   

c. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan penentuan nilai jual suatu objek 

pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek tersebut. Pendekatan ini 

disebut dengan pendekatan pendapatan atau Income Approach  

Penetapan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 0,3%. Dalam 

perhitungan PBB-P2 nilai jual bangunan dikurangi terlebih dahulu dengan nilai 

jual objek pajak tidak kena pajak. Besar pokok PBB –P2 dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: “PBB  = Tarif x (NJOP – NJOPTKP)” 
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2.6 Konsep Kesadaran Masyarakat 

2.6.1 Kesadaran 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berarti keinsafan atau 

keadaan mengerti atau kesadaran sebagai keadaan seseorang secara penuh akan 

hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, dan masyarakat berarti 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan 

yang mereka anggap sama. Jadi kesadaran masyarakat adalah sejumlah manusia 

yang secara penuh mengerti akan hak dan kewajibannya. Menurut Widjaja 

(1984:14) kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada 

keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran 

didefinisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan 

patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan 

sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat 

dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Rogers (1974:32) mengungkapkan 

bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut 

terjadi proses yang berurutan, yakni: 

a.  Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. 

b. Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus. 

c. Evaluation, menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi 

dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

d. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru. 

e. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahun, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Apabila penerimaan perilaku 

baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh 

kesadaran, pengetahuan, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut 

akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak 

didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung 

lama. 
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2.6.2 Indikator Kesadaran 

Menurut Soekanto (1982:48) terdapat beberapa indikator kesadaran yang 

masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk 

pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang 

tertinggi, antara lain: pengetahuan, sikap, pola perilaku (tindakan).  

a. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain 

yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman 

dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

Menurut Notoatmodjo (2003:16), pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai enam tingkatan. 

1. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Orang yang telah “tahu” harus dapat mendefinisikan materi 

atau objek tersebut. 

2. Memahami (comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut secara benar. Tahapan pemahaman berdasarkan teori dari 

Soekanto (1982:38) ternyata dalam teori Bloom sudah dimasukkan dalam 

tingkatan pengetahuan tahap kedua. 

3.  Aplikasi (application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu komponen untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek. 

5. Sintesis (syntesis) 
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Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, 

merencanakan, meringkas, menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu 

teori atau rumusanrumusan yang telah ada. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu didasarkan pada 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada. 

b. Sikap (attitude) 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Newcomb, salah seorang ahli psikologi 

sosial, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi 

merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap terdiri dari berbagai 

tingkatan. 

1. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan (terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah), 

menunjukkan bahwa orang menerima ide tersebut. 

3. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

4. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi. 

c. Tindakan 

Tindakan terdiri dari beberapa tingkatan. 
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1. Persepsi (perception) 

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang 

akan diambil. 

2. Respon terpimpin (guided response) 

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai 

dengan contoh. 

3. Mekanisme (mechanism) 

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara 

otomatis atau sudah merupakan kebiasaan. 

4.  Adopsi (adoption)  

Adaptasi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau 

sudah dimodifikasi. 

 

2.6.3 Kesadaran Masyarakat 

 Menurut Prasetiantono (1994:137) kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak terutama tergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. 

Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, akan semakin mudah bagi pemerintah 

untuk menyadarkan mereka, bahwa di dunia ini tak satu pun yang dapat diperoleh 

tanpa membayar, atau tanpa mengorbankan sesuatu (there is no free lunch). 

Semua yang dinikmati oleh seseorang akan dibayar sendiri oleh orang yang 

bersangkutan, atau bisa pula bebannya dialihkan kepada pihak lain. Kesadaran 

untuk membayar pajak juga tergantung dari sistem yang diberlakukan. Salah satu 

syarat sistem pajak yang baik adalah memenuhi kriteria keadilan (fairness). 

Kriteria ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan tegak (vertical justice), 

dan keadilan datar (horizontal justice). Apabila syarat keadilan tidak dipenuhi, 

maka sukar diharapkan bahwa masyarakat akan bersedia membayar pajak dengan 

patuh. Kesadaran masyarakat dapat dilihat dari sikap dan perilakunya dalam 

memenuhi kewajibannya, ketepatan, dan ketaatan dalam membayar pajak dengan 

tanpa merasa terpaksa. 

 Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut dapat terwujud dari peran aktif 
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pemerintah dan wajib pajak yang saling mendukung. Adapun menurut Tarmudji 

(2001:2) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah, karena 

disebabkan empat faktor, yaitu: 

a. Sebab kultural dan historis 

Sebab ini diakibatkan karena trauma masa lalau akan kepahitan masa 

penjajahan. Berdasarkan kepahitan dimasa penjajahan tersebut, khususnya 

dalam bidang perpajakan, rakyat umumnya mengenal pajak hanya sebagai 

alat pemeras dari kaum penjajah dan oleh karena itu rakyat membenci 

terhadap pajak. Walaupun Indonesia sudah merdeka rakyat masih 

beranggapan bahwa pajak membebankan mereka. 

b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat 

Hal ini bekaitan dengan informasi dari pemerintah kepada wajib pajak 

tentang peran pentingnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

(PBB-P2) untuk kepentingan pembangunan daerah. 

c. Adanya kebocoran pada penarikan pajak 

Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari instansi 

terkait terhadap petugas pemungut PBB-P2 sehingga  menimbulkan suatu 

pandangan yang negatif dari masyarakat. 

d. Suasana individu (belum punya uang, tidak ada imbalan langsung dari 

pemerintah. 

Hal ini berkaitan dengan faktor dari dalam diri masyarakat yang belum 

memiliki suatu keyakinan untuk membayar pajak, yang dikarenakan beberapa 

hal yang salah satunya faktor ekonomi, dan kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. 

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tersebut juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan lurah atau kepala desa, pengaruh tersebut 

dapat berasal dari rasa percaya, sistem pemerintahan, layanan masyarakat, dan 

pelaksanaan pembangunan. Menurut Hendono (2002:46), untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak diperlukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Penyuluhan 
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Merupakan sistem penyampaian informasi, konsultasi, dan bimbingan 

perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan 

pengetahuan, kesadaran, dan kemauan anggota masyarakat untuk 

memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan. 

b. Meningkatkan Pelayanan 

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui 

pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-

tempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak seperti di bank 

terdekat atau kantor pos terdekat sehingga dapat memudahkan wajib pajak 

untuk membayar pajak bumi dan bangunan. 

c. Memberikan Penghargaan 

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak, kelurahan serta kecamatan 

yang dapat menggerakkan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar 

pajak bumi dan bangunan yang membayar tepat pada waktunya, untuk lebih 

memotivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunnan, dan dapat 

memberikan suatu kebanggaan kepada individu. 

 

2.7 Konsep Kemampuan  

Siagian (1998:15) menjelaskan bahwasanya kemampuan adalah perpaduan 

antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk 

peningkatan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat dalam rangka 

peningkatan produktivitas kerja. Robbins (2008:57) mengatakan bahwasanya 

kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri dari faktor 

intelektual dan faktor fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang 

diperlukan untuk menjalankan sebuah kegiatan mental, dimensi kemampuan ini 

meliputi: kecerdasan numeris; kerdasan verbal; kecerdasan persektual; penalaran 

induktif; penalaran deduktif; visualisasi ruang; dan ingatan. Sedangkan 

kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-

tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan ketrampilan serupa.  

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut, maka dalam 

suatu organisasi Pemerintahan Desa, senantiasa para perangkat desa khususnya 
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dalam hal ini yaitu perangkat desa yang menjadi bagian dari tim intensifikasi 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu memiliki suatu daya 

kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam 

pengimplementasian tugas pokok dan fungsinya, karena kemampuan petugas 

dalam sebuah organisasi sangat menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan 

tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang 

diperoleh dari pelatihan, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang dimilikinya  

(Thoha,1989:84). Mengacu kepada pengertian kemampuan menurut Thoha 

tersebut, maka dalam penelitian ini kemampuan perangkat desa atau tim 

intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan desa glagahwero 

dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu: 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan belajar tentang keterampilan baru, pengetahuan dan 

sikap yang akan membantu karyawan mengasumsi jabatan baru termasuk 

tugas-tugas yang berbeda pada waktu yang akan datang (Silalahi, 1996:256). 

Tingkat pendidikan yang dimiliki petugas dalam membantu dalam 

menjalankan tugas-tugasnya, hal ini dimungkinkan karena kemampuan 

berpikir dan mengeluarkan gagasan atau ide dapat berkembang dengan 

sebaik-baiknya. Pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pendidikan 

formal. Pendidikan formal merupakan suatu program pendidikan yang 

diselenggarakan oleh  lembaga pendidikan formal yang  berorientasi pada 

standar akademis dan kulikuler yang telah ditetapkan, namun tidak 

berorientasi pada suatu bidang profesi tertentu (Siagian, 1992:172).  Adapun 

untuk tingkat pendidikan formal yaitu: 

- Pendidikan Dasar – SD dan yang sederajat, kategori rendah 

- Pendidikan Menengah  -  SMP, SMA  dan  sederajat, kategori sedang 

- Pendidikan Tinggi – Universitas, Institut, dan perguruan tinggi  sederajat, 

kategori tinggi.  
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2. Pelatihan  

Pelatihan adalah aktifitas untuk meningkatkan kemampuan teknis dan 

keterampilan kerja yang spesifik, rinci, dan rutin yang  berhubungan dengan 

jabatan yang sedang dilaksanakan (Silalahi, 1996:256). Pelatihan ini sebagai 

proses untuk membantu petugas memperoleh efektifitas dalam pekerjaan 

mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan 

kebiasaan pikiran dan tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap. Dengan 

pelatihan-pelatihan yang diikuti akan menjadikan petugas memiliki 

keterampilan kerja yang akan menunjukkan bahwa seorang petugas tersebut 

memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam setiap proses yang 

dikerjakannya.  

 

3. Pengalaman 

Penglaman merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang 

diperoleh dari hasil pekerjaan yang sudah pernah dilaksanakan. Dengan 

memiliki pengalaman yang cukup panjang, maka dapat diharapkan mereka 

akan mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada yang tidak memiliki 

pengalaman, dengan pengalaman yang dimiliki pegawainya maka organisasi 

tidak perlu melakukan pelatihan, ataupun melakukan pelatihan hanya 

sekedarnya saja. Mengenai kriteria pengukuran terhadap pengalaman kerja 

dapat mengacu kepada pedoman yang dikemukanan LAN dalam Sasmintoyo 

(2004:24) bahwa formulasi pengalaman kerja pegawai dapat menggunakan 

pengukuran sebagai berikut: 

-  Pengalaman kerja rendah; apabila seorang pegawai telah bekerja 

mencapai waktu 1-5 tahun 

- Pengalaman kerja sedang; apabila seorang pegawai telah bekerja mencapai 

waktu 6-10 tahun 

- Pengalaman keja tinggi; apabila seorang pegawai telah bekerja mencapai 

waktu diatas 11 tahun. 
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2.8 Kerangka berpikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran masyarakat dan 

kemampuan aparat dalam pemenuhan pelunasan pbb di desa glagahwero 

kecamatan panti kabupaten jember. Oleh sebab itu peneliti mencoba merumuskan 

atau merangkai pemikiran pokok yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir 

yang diharapkan bisa membantu peneliti dalam menjawab dan menganalisa 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu mencapai 

tujuan. Adapun kerangka berpikir yang dibuat dalam bentuk bagan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti. 

Desentralisasi Fiskal 

UU No. 28 tahun 2009 
Tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah 

PBB Perdesaan & Perkotaan 

Indikator Kesadaran menurut 

Soekanto. 

 

1. Pengetahuan 
2. Sikap 
3. Tindakan  

Pelunasan target PBB 

Kemampuan Aparat menurut 

Thoha. 

1. Tingkat pendidikan 

2. Pelatihan 

3. Pengalaman 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara 

ilmiah yang dimaksud yaitu cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan 

sistematis. Metode penelitian akan sangat membantu peneliti dibidang sosial 

untuk menemukan informasi, menjelaskan keadaan, dan membantu menciptakan 

ide-ide yang baru. Dengan memilih metode yang tepat untuk suatu penelitian akan 

menjadikan hasil dan rekomendasi penelitian lebih akurat dan tepat guna. Pada 

penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

2. Fokus Penelitian 

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4. Data dan Sumber Data 

5. Penentuan Informan 

6. Teknik dan alat perolehan data 

7. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

8. Teknik penyajian dan analisis data 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2015:4) pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif yang bersifat 

desktiptif akan melakukan penggambaran mendalam tentang situasi atau proses 
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yang diteliti. Alasan penelitian ini menggunakan metode ini karena peneliti ingin 

menggambarkan bagaimana kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam 

memenuhi pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti  Kabupaten 

Jember. 

  

3.2 Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2015:94), ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti 

capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. 

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu 

berfungsi untuk menemukan kriteria inklusi-ekslusi atau kriteria masuk keluar 

(inclusion-exlusion criteria) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan 

bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tau persis data mana dan data 

tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin 

menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data 

yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, 

seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang 

dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan 

dibuang. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat 

dengan indikator pengetahuan, sikap, dan tindakan; serta untuk mengetahui 

kemampuan aparat dengan indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman 

dalam upaya memenuhi pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti  

Kabupaten Jember. 

 

3.3      Lokasi dan Waktu Penelitian 

Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23), 

tempat dan waktu penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat memperoleh 

data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Glagahwero Kecamatan Panti 

Kabuaten Jember. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Glagahwero 

adalah karena pencapaian PBB-P2-P2 dari desa ini termasuk rendah dan selama 3 

tahun berturut-turut belum pernah mencapai setengah atau 50% dari target, yaitu 
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pada tahun 2014 sebesar 23,16%, pada tahun 2015 sebesar 35,50%, dan pada 

tahun 2016 sebesar 47,26%.  

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2017 

dengan sasaran penelitian pada tahun 2014-2016. Peneliti membatasi rentang 

waktu penelitian dalam tiga tahun terakhir untuk memberikan gambaran terkait 

kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat dalam memenuhi pelunasan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Glagahwero. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) 

data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau 

deskripsi yang berasal dari sumber data. Dan sumber data adalah uraian tentang 

asal diperolehnya data penelitian. Sumber data bisa berasal dari organisasi, 

masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain. Dalam penelitian 

kualitatif data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari 

aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi 

objek penelitiannya. Dengan begitu, dalam penelitian kualitatif informasi tentang 

materi yang sedang diteliti dapat dilihat dari sisi: 

a. Aktor, yaitu pelaku aktivitas yang sedang diteliti dan memiliki peran 

dalam penelitian; 

b. Aktivitas, yaitu kegiatan yang tengah dan pernah dilakukan si aktor; 

c. Tempat, yaitu lokasi berlangsungnya aktivitas yang dilakukan aktor pada 

waktu tertentu. 

 Interaksi antara aktor, aktivitas, dan tempat dalam kegiatan penelitian 

kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh 

data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya.   

Secara garis besar data dibedakan menjadi dua macam. Menurut Buku 

Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24) yaitu:  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, baik benda maupun orang. 
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

dokumen dana atau sumber informasi lainnya.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer diperoleh peneliti 

secara langsung dengan pengamatan serta mewawancarai informan yang terlibat 

dalam proses penarikan PBB-P2 di Desa Glagahwero Kecamatan Panti. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang terdapat di Kantor Desa Glagahwero Kecamatan Panti.  

 

3.5 Penentuan Informan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:221) informan dalam penelitian kualitatif 

berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Menurut Moleong 

(2015:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi obyek penelitian. Seorang informan  harus 

mempuyai banyak pengalaman tetang latar penelitian tersebut. seorang informan 

penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui 

melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan. 

b. Berkecimpung dengan masalah yang diteliti. 

c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai. 

d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan 

sifat objektivitas atas masalah yang diteliti.  

Penelitian ini memilih informan dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2011:85) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan penelitian diatas yang 

menggunakan teknik purposive sampling pengambilan informan berdasarkan 

aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui tentang pelunasan PBB-P2 di 

Desa Glagahwero, diantaranya sebagai berikut. 

a. Petugas pemungut PBB-P2 Desa Glagahwero Kecamatan Panti 
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b. Masyarakat Desa Glagahwero Kecamatan Panti. 

 

3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal utama untuk 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Menurut Buku Pedoman Karya Tulis 

Ilmiah Universitas Jember (2016:39) metode pengumpulan data dapat berupa 

wawancara, observasi, studi kepustakaan, atau eksperimentasi. Alat untuk 

memperoleh data berbeda pada setiap penelitian dan jenis serta bentuk data yang 

akan dicari. Seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, dan lain-lain. Semua alat 

dan proses yang digunakan harus bersifat standar, yaitu telah diuji keabsahannya 

terlebih dahulu. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti,  

a. Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan yaitu pengoptimalan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya 

(Moleong, 2015). Pengamatan memungkinkan pengamat/ peneliti untuk 

melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, 

menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan 

budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2015). Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan dari informan 

terkait dengan penelitian yang dilakukan 

c. Catatan Lapangan 

Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2015: 209) catatan lapangan 

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam 

penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan untuk membuat analisis 

tentang apa yang didapat di lapangan 

d. Penggunaan Dokumen/ record 
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Guba dan Lincoln dalam Moleong (2015:216) mendefinisikan dokumen 

ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dan record adalah setiap pernyataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian 

sesuatu peristiwa atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 

menyajikan akunting. 

e. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan teknik ini dapat dilakukan dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami bacaan-bacaan atau literatur yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. Bahan bacaan yang digunakan dapat 

berasal dari buku, jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah, dan bacaan-

nacaan lainnnya. 

 

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

  Menurut Moleong (2015:324) untuk menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), Keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependanility), dan kepastian (confirmability). Adapun teknik pemeriksaan data 

menurut Moleong adalah sebagai barikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan 

keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.  

b. Ketekunan /Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. 

Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 
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diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci.  

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling  

banyak dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Moleong 

(2015:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan 

menggunakan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang  diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingka apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan rendah atau tinggi, dll; 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2016:53) aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus 

sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dan analisis data 

meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 
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Menurut Moleong (2015:247) proses analisis data dalam sebuah penelitian 

dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari 

berbagai sumber. Setelah menelaah data yang terkumpul peneliti dapat melakukan 

proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu kumpulan atau 

rangkuman yang terdiri dari inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting 

untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun 

satuan-satuan yang kemudian dikategorikan. Tahapan analisis data yang terakhir 

ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data 

yang ada. 

Prastowo (2012:241) membagi proses analisis data kualitatif menjadi tiga 

tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan 

seperti pada gambar 3.1 berikut.  

 

Gambar 3.1 Analisis Interaktif Miles Huberman  

 

 

 

 

  

 

   Sumber: Prastowo (2012:243) 

Gambar diatas merupakan proses analisis interaktif menurut Miles dan 

Huberman yang dikutip Prastowo (2012:243) menyangkut data collection 

(Pengumpulan data), data reduction ( reduksi data), data display (penyajian data), 

conclusion drawing (verivikasi/penarikan kesimpulan) yang akan dijelaskan 

sebagai berikut. 
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1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan bagian dari tahap analisis data kualitatif yang 

dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta 

memfokuskan data-data yang telah diperoleh. Menurut Prastowo (2012:242) 

proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian 

kualitatif tersebut berlangsung. Proses reduksi data dapat dilakukan dengan 

memilah data dan mancari pola yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Penyajian Data  

Proses penyajian data dalam analisis data kualitatif menurut Prastowo 

(2012:244) terdiri dari sekumpulan informasi yang telah tersusun untuk dapat 

ditarik kesimpulan. Peyajian data yang benar akan mampu membawa 

pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Data yang 

terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk 

matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi  

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses analisis 

data. Setelah semua data yang terkumpul terjaring dengan melakukan proses 

reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. 

Data yang telah disajikan akan membentuk alur yang dapat menggambarkan 

isi dari penelitian tersebut. Dan selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan 

atau verivikasi. Menurut Sugiyono (2011:253) kesimpulan merupakan 

temuan baru dalam sebuah penelitian. Dan temuan ini berfungsi untuk 

memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang sebelumnya 

terlihat samar atau belum jelas. 
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BAB 5. KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kesadaran 

masyarakat dan kemampuan aparat dalam pelunasan PBB-P2 di Desa Glagahwero 

dengan menggunakan indikator kesadaran menurut Soekanto (1982:48) yang 

meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku/ tindakan, serta 

analisis kemampuan aparat menurut Thoha (1989:84) yang meliputi pelatihan, 

tingkat pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

a. Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 rendah yang dibuktikan 

dengan tidak semua wajib pajak di Desa Glagahwero membayar pajak 

tepat waktu. Meskipun pengetahuan masyarakat tentang PBB-P2 relatif 

tinggi, namun hanya sebatas tahu kewajibannya untuk membayar PBB-P2 

saja dan tidak mengetahui secara mendalam hingga dasar hukumnya. 

Tindakan masyarakat ketika dilakukan penagihan dengan tidak 

bersembunyi dan mau menemui petugas walaupun belum bisa membayar 

menunjukkan mereka tahu kewajibannya. Banyak masyarakat yang sadar 

dan mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak namun tidak 

memiliki dana untuk dibayarkan menyebabkan rendahnya pencapaian 

target PBB-P2. 

b. Kemampuan aparat pemungut pajak di Desa Glagahwero masih rendah 

dilihat dari tingkat pendidikan, pelatihan, maupun pengalamannya. 

Petugas pemungut PBB disini belum pernah mendapatkan pelatihan 

mengenai tugasnya dan hanya pengarahan saja, sehingga mereka 

melaksanakan pekerjaan hasil dari meniru bagaimana kebiasaan dari 

petugas yang lebih senior. Pendidikan para petugas rata-rata lulusan SMA, 

bahkan ada yang pengalaman kerjanya baru 8 bulan. Kendala lainnya yang 

mengakibatkan sulit tercapainya target PBB-P2 dari pihak petugas 
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pemungut ialah karena banyak ditemui masalah sulitnya melacak 

keberadaan dari wajib pajak yang telah pindah namun masih memiliki 

obyek pajak (tanah dan bangunan) di Desa Glagahwero.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti sajikan dari hasil analisis 

penelitian, peneliti dapat memberikan saran terkait kesadaran masyarakat dan 

kemampuan aparat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa 

Glagahwero sebagai berikut. 

a. Dilihat dari realisasi penerimaan PBB di Desa Glagahwero setiap tahun 

mengalami peningkatan meskipun dapat dibilang rendah karena masih 

belum mencapai 50% dari target realisasi yang telah ditetapkan, hal ini 

sebaiknya ditingkatkan melalui peningkatan sosialisasi kepada warga 

mengenai manfaat dari membayar PBB-P2.  

b. Diharapkan adanya penambahan petugas pemungut PBB-P2 sehingga 

tidak hanya kepala dusun yang melakukan penarikan PBB-P2, yaitu 

dengan membentuk tim intesifikasi PBB-P2 sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2014 

mengenai Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan, tujuan 

dibentuknya tim intensifikasi PBB-P2 di tingkat desa, kelurahan, dan 

kecamatan adalah untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan 

pemungutan PBB-P2. Pemerintah Desa Glagahwero sebaiknya segera 

membentuk tim intensifikasi PBB ini untuk kelancaran proses penarikan 

pajak sehingga target dapat tercapai dengan maksimal. 

c. Peningkatan keterampilan melalui pendidikan khusus tentang kiat-kiat 

menarik PBB-P2 sesuai dengan kondisi masyarakatnya. 
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BUPATI JEMBER

SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu
memberikan jasa pemungutan PBB-P2 yang berupa biaya
operasional pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas
pelunasan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan
Kecamatan;

b. bahwa agar upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di
Kabupaten Jember berjalan efektif, transparan dan
akuntabel perlu mengatur dan menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada
Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Di Kabupaten Jember.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor
6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2009 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
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14. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor
4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun
2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI
KABUPATEN JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas

Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten Jember.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah

Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari
penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
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11. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

12. Biaya operasional adalah biaya yang diberikan kepada petugas atau
instansi pelaksana pemungutan dalam rangka menunjang kegiatan
dilapangan.

13. Petugas Pemungut PBB-P2 adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat
yang berwenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran
PBB (TP. PBB).

14. Realisasi Penerimaan adalah jumlah penerimaan dari PBB-P2 yang
disetor ke Kas Daerah Kabupaten Jember.

15. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah
ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten
memberikan Jasa Pemungutan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan
Kecamatan yang berupa :
a. biaya operasional pemungutan PBB-P2; dan
b. penghargaan atas pelunasan PBB-P2.

(2) Pemberian Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan biaya
kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai jasa atas pelaksanaan
tugas membantu dalam pemungutan PBB-P2.

(3) Pemberian biaya penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2 bertujuan
untuk :
a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB-P2; dan
b. meningkatkan operasional pemungutan PBB-P2 sehingga dapat
mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(4) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan
penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai apresiasi
atas tercapainya kinerja tertentu dalam pemungutan PBB-P2.

(5) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 bertujuan untuk
mendorong pelunasan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.
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BAB III
BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Besaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2, kepada Desa,
Kelurahan dan Kecamatan diberikan jasa pemungutan yang berupa biaya
operasional pemungutan PBB-P2.

(2) Jumlah biaya operasional pemungutan PBB-P2 diperhitungkan atas
dasar prosentase tertentu dari realisasi penerimaan hasil pemungutan
PBB-P2 oleh petugas pemungut yang disetor ke Kas Daerah.

(3) Besaran biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2

Pasal 4

(1) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dapat diberikan apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan dapat
merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan pada
tahun berkenaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. desa/kelurahan :
1. tahap pertama relalisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25% (dua
puluh lima persen);

2. tahap kedua relalisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50% (lima
puluh persen);

3. tahap ketiga relalisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

4. tahap ketiga relalisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 100% (seratus
persen).

b. kecamatan :
1. tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25 %(dua
puluh lima persen);

2. tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50 % (lima
puluh persen);

3. tahap ketiga penerimaan PBB-P2 mencapai 75 % (tujuh puluh lima
persen); dan

4. tahap keempat penerimaan PBB-P2 minimal mencapai 100%
(seratus persen).

(2) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dapat
dianggarkan pada tahun berikutnya.

(3) Alokasi biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB IV
PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB-P2

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa,
Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam merealisasikan
penerimaan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk uang tunai.

(3) Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila
Desa, Kelurahan dan Kecamatan berhasil merealisasikan PBB-P2 pada
tahun berkenaan minimal 100 % (seratus persen) pada bulan-bulan
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Besarnya penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dihitung berdasarkan prosentase klasifikasi bulan pelunasan
dikalikan dengan jumlah realisasi pelunasan PBB-P2.

(2) Besaran persentase penghargaan atas pelunasan PBB-P2 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 7

(1) Untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-
P2 dibentuk Tim Intensifikasi PBB-P2 di tingkat Desa, Kelurahan dan
Kecamatan.

(2) Kepala Desa, Lurah dan Camat membentuk dan menetapkan Tim
Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah
kerjanya masing-masing.

(3) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. anggota.

(4) Kepala Desa/Lurah karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim
Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya menunjuk unsur Tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
adalah petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah
yang dipandang mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pemungutan PBB-P2.
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(6) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
ditunjuk dari unsur Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua
Dasawisma.

(7) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas :
a. membantu pelaksanaan pendataan objek/subjek PBB-P2;
b. melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2;
c. melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2;
d. menginventarisir permasalahan PBB-P2;
e. memfasilitasi pengajuan permohonan penyelesaian permasalahan

PBB-P2 secara kolektif;
f. mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
g. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Camat

dengan tembusan UPT. Pendapatan.

Bagian Kedua
Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Kecamatan

Pasal 8

(1) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(2) Camat karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-
P2 di wilayah kerjanya menunjuk unsur Tim Intensifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah koordinator pemungutan PBB-P2 yang ditunjuk oleh Camat yang
dipandang mampu dan dapat bertanggungjawab dalam pelaksanaan
pemungutan PBB-P2.

(4) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian dan penagihan SPPT

PBB-P2;
b. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak PBB-P2

untuk segera membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo;
c. merumuskan pedoman dan membantu memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi oleh Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan
penagihan PBB-P2;

d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan penagihan PBB-P2 di
wilayah kerjanya;

e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian SPPT
kepada Wajib Pajak, penagihan dan penyetoran PBB-P2 serta
penyampaian permasalahan PBB-P2 di wilayah kerjanya;

f. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah

kerjanya kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan tembusan UPT.
Pendapatan setempat.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8

Salinan suai dengan aslinya
BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Dinas Pendapatan
melaksanakan :
a. sosialisasi dan penyuluhan tentang PBB-P2;
b. pembinaan administrasi pemungutan PBB-P2 kepada Desa dan

Kelurahan;
c. pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran

penerimaan PBB-P2; dan
d. evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 se-Kabupaten dan

melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 10
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa,
Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember dinyatakan tetap berlaku
sepanjang menyangkut Biaya Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2
Tahun 2013 yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan
dan/atau ada realisasi pelunasan pada Tahun 2014 sesuai dengan capaian
yang telah ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jember pada pos Belanja Langsung Dinas Pendapatan Kabupaten.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2014

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER

TANGGAL 2 - 1 - 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I

NIP. 19610312 198603 1 014
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan wajib pajak 

1. Apa yang anda ketahui tentang pbb dan manfaat apa yang dirasakan? 

2. Apakah ada sosialisasi/penyuluhan dari Desa/Petugas tentang PBB kepada anda 

sebagai wajib pajak? 

3. apakah anda mengetahui tentang peraturan  PBB yang berlaku saat ini ? 

4. apakah anda membayar PBB tepat waktu? 

5. apakah anda membayar PBB dengan kesadaran sendiri tanpa perlu himbauan dari 

petugas? 

6. Sebagai wajib pajak, apa yang menjadi keberatan anda/penduduk desa untuk 

membayar PBB? 

7. Sudahkah anda mengetahui pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank?  

8. Menurut anda bagaimana sikap petugas dalam melakukan tugasnya ?  

9. apakah pernah terjadi permasalahan kepada anda sebagai wajib pajak dalam 

melakukan pelunasan PBB? 

 

Wawancara dengan Petugas 

1. Seperti apakah tugas anda dalam pelunasan PBB ?  

2. apakah anda memperoleh pembekalan/pelatihan/bimbingan sebelum melakukan 

tugas tersebut?  

3. bagaimana prosedur pemugutan PBB di desa anda?  

4. bagaimana strategi/upaya anda sebagai petugas dalam meningkatkan kesadaran 

wajib pajak terhadap kewajibannya?   

5. apakah anda melakukan sosisalisasi/penyuluhan/himbauan kepada wajib pajak 

tentang pembayaran PBB dan jatuh temponya ?  

6. apakah petugas sudah tepat waktu dalam memberikan SPPT kepada wajib pajak?  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7. kendala apakah yang anda alami dalam pemungutan PBB?  

8. apakah ada wajib pajak yang membayar PBB tanpa harus didatangi kerumahnya?  

9. apakah ada fasilitas dan intensif khusus bagi petugas ?  

10. apa pendidikan terakhir yang anda tempuh? 
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Lampiran 

Dokumentasi Wawancara  
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